
 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 54 TAHUN 2002  

TENTANG 

 USAHA PERIKANAN 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa 

Indonesia perlu dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, 

dengan mengusahakan secara berdaya guna dan berhasil guna 

serta selalu memperhatikan kepentingan dan kelestariannya; 

  b. bahwa mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 

1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah dua kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 

Tahun 2000 belum mampu menampung perkembangan dan 

kebutuhan di bidang usaha perikanan, sehingga dipandang 

perlu mengatur kembali Usaha Perikanan dengan Peraturan 

Pemerintah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana 

telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang 

Dasar 1945; 

  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman 

Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 

Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943); 

  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman 

Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1968 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 

2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

2944); 



  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi 

Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3260); 

  5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299); 

  6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3G47); 

  7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3687); 

  8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 

  9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3851); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG USAHA PERIKANAN 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Usaha perikanan adalah seniua usaha perorangan atau badan hukum untuk 

menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, 

mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial. 

2. Perusahaan perikanan Indonesia adalah perusahaan yang melakukan usaha 

perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan 

Hukum Indonesia. 



3. Perusahaan perikanan asing adalah perusahaan yang melakukan usaha 

penangkapan ikan dan dilakukan oleh warga negara asing atau badan hukum 

asing. 

4. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 

5. Petani Ikan, yang selanjutnya disebut Pembudidaya Ikan, adalah orang yang 

mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan. 

6. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan 

perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana 

produksi yang tercantum dalam izin tersebut. 

7. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang 

dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan 

survey atau eksplorasi perikanan. 

8. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk 

menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau 

mengawetkan. 

9. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk 

mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan 

atau mengawetkan. 

10. Perluasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan 

dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum 

tercantum dalam IUP. 

11. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau 

penambahan jenis usaha kegiatan usaha yang belum tercantum dalam IUP. 

12. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal 

perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari IUP. 

13 Surat Izin Kapal Pengangkut lkan (SIKPI) adalah surat izin yang harus dimiliki 

setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan. 

14. Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM) adalah rekomendasi 

tertulis untuk menangkap ikan yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang 

ditunjuk melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kepada perusahaan 

perikanan dengan fasilitas penanaman modal. 

15. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan. 

 

BAB II 

PERIZINAN USAHA PERIKANAN 

 

Pasal 2 

 

(1) Usaha perikanan terdiri dari: 

 a. usaha penangkapan ikan; dan/atau 

 b. usaha pembudidayaan ikan. 



 

(2) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b 

meliputi jenis kegiatan: 

 a. pembudidayaan ikan di air tawar; 

 b. pembudidayaan ikan di air payau; dan/atau 

 c. pembudidayaan ikan di laut, 

 

Pasal 3 

 

(1) Usaha perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan 

oleh perorangan Warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia 

termasuk koperasi. 

 

(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat, (1), 

hanya dapat diberikan di bidang penangkapan ikan, sepanjang hal tersebut 

menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan 

persetujuan internasional atau hukum internasional yang berlaku. 

(3) Wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

meliputi: 

 a. perairan Indonesia; 

 b. sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di dalam wilayah 

Republik Indonesia; 

 c. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). 

 

Pasal 4 

 

Perusahaan perikanan Indonesia bekerjasama dengan nelayan dan/atau pembudidaya 

ikan dalam suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan pedoman 

yang ditetapkan oleh Menteri. 

 

Pasal 5 

 

(1) Perusahaan yang melakukan usaha perikanan, wajib memiliki Izin Usaha 

Perikanan (IUP). 

(2) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan untuk masing-masing 

usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan berlaku 

selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan. 

(3) Izin usaha bagi perusahaan perikanan dengan fasilitas penanaman modal yang 

akan melakukan usaha penangkapan ikan, diterbitkan berdasarkan Alokasi 

Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM) dan persyaratan lain di bidang 

penanaman modal. 

(4) Dalam IUP untuk usaha penangkapan ikan dicantumkan koordinat daerah 



penangkapan ikan, jumlah dan ukuran kapal perikanan, jenis alat penangkap 

ikan yang digunakan, dan pelabuhan pangkalan. 

(5) Dalam IUP untuk usaha penangkapan ikan yang berkaitan dengan kegiatan 

pengangkutan ikan, dicantumkan daerah pengumpulan/pelabuhan muat, 

pelabuhan pangkalan, serta jumlah dan ukuran kapal perikanan. 

(6) Dalam IUP untuk usaha pembudidayaan ikan dicantumkan luas lahan atau 

perairan dan letak lokasinya. 

 

Pasal 6 

 

(1) Kewajiban memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

dikecualikan bagi kegiatan: 

 a. penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan 

sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau menggunakan motor luar 

atau motor dalam berukuran tertentu; 

 b. pembudidayaan ikan di air tawar yang dilakukan oleh pembudidaya ikan 

di kolam air tenang dengan areal lahan tertentu; 

 c. pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh pembudidaya ikan 

dengan areal lahan tertentu; 

 d. pembudidayaan ikan di laut yang dilakukan oleh pembudidaya ikan 

dengan areal lahan atau perairan tertentu. 

(2) Ukuran kapal perikanan dan luas areal lahan atau perairan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri. 

(3) Nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 

mencatatkan kegiatan perikanannya kepada dinas perikanan daerah atau 

instansi yang berwenang di bidang perikanan di daerah. 

 

Pasal 7 

 

(1) Perusahaan perikanan asing yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di 

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia wajib memiliki IUP. 

(2) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sesuai dengan jangka waktu 

berlakunya persetujuan internasional  antara pemerintah negara Republik 

Indonesia dengan pemerintah negara asing yang bersangkutan. 

 

Pasal 8 

 

(1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan atau 

kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona 

Ekonomi Eksklusif Indonesia wajib dilengkapi dengan Surat Penangkapan Ikan 

(SPI). 

(2) SPI untuk kapal perikanan berbendera Indonesia berlaku selama : 


